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Abstrak
Kepailitan merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang sebagai solusi terakhir antara debitur dan kreditur. Kepailitan tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta, namun dapat pula terjadi pada perusahaan BUMN seperti perum dan persero. Hal tersebut berarti perum dan persero memiliki potensi untuk dapat dipailitkan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pihak untuk pengajuan permohonan kepailitan bagi perum, penelitian ini difokuskan pada ketidakharmonisan norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan kamus. Masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah ketidakharmonisan norma hukum tentang pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit bagi perum yang dituangkan dalam Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang BUMN. Hasil penelitian menunjukan kewenangan direksi dan menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pailit bagi perum dapat diselesaikan menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori, dan untuk upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (judicial review) agar tercapainya suatu kepastian hukum.
Kata Kunci: permohonan kepailitan, perum, direksi.

Abstract

Bankruptcy is an action taken to resolve debt problems as a final solution between debtor and creditor. Bankruptcy does not only occur in private companies, but can also occur in state-owned companies such as the Public Corporation/perum and the Persero. This means that the General Company/perum and the Persero have the potential to be bankrupt for the reasons that have been determined. In this research aims to determine and analyze the authority of parties to submit bankruptcy applications for the general company/perum, This research is focused on the disharmony of legal norms contained in article 2 paragraph (5) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations with article 55 paragraph (1) of Law Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises. This research uses a normative juridical research type with the statutory approach and the concept approach. The legal material used is primary legal material consisting of legislation relating to bankruptcy, then secondary legal material consists of writing from the results of research, books, legal journals relating to bankruptcy and dictionaries. The problem that arises in this research is the disharmony of legal norms regarding the parties authorized to file bankruptcy requests for public companies as outlined in the Bankruptcy Law with the State Owned Enterprises Law. The results showed that the authority of the board of directors and the minister of finance in filing a bankruptcy application for a public company could be resolved using the principle of lex posteriori derogat legi priori, and for legal remedies that could be done was to file a judicial review in order to achieve legal certainty.
Keywords: bankruptcy petition, general company, directors.   

PENDAHULUAN 
Perusahaan di Indonesia semakin lama semakin banyak dan berkembang, sejalan dengan hal tersebut 
timbul beberapa masalah pada berbagai bidang terkait khususnya pada hal utang-piutang. Dalam menunjang suatu usaha, perusahaan tentu membutuhkan sumber dana yang mencukupi untuk menjalankan roda perputaran aset perusahaan tersebut. Utang-piutang merupakan salah satu hal yang wajar terjadi pada suatu perusahaan demi tetap dapat meneruskan kegiatan usahanya.
Utang piutang antara kreditur dan debitur menimbulkan hak dan kewajiban, bagi debitur wajib melunasinya dan bagi kreditur berhak menagih piutang tersebut setelah jatuh tempo. Sumber pelunasan utang dibagi menjadi dua, yakni sumber pelunasan utama (first way out) dalam hal ini kreditur merupakan lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan (multi finance company) atau memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan kepada calon nasabahnya atau membeli commercial paper atau obligasi itu dapat dilunasi oleh debitur pada waktunya, baik untuk pokoknya maupun bunganya. Sumber pelunasan untang alternatif (second way out) terjadi apabila perusahaan memiliki kesulitan dalam usahanya sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar utang-utangnya, namun kreditur harus mendapatkan kepastian hukum atas harta piutangnya dari hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan (assets) melalui putusan pengadilan dan dapat digunakan sebagai sumber pelunasan alternatif (Sjahdeini 2010)
Dalam penerapannya banyak terjadi peminjam dana (debitur) tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada kreditur karena beberapa hal yang menghalangi. Adapun jika terjadi situasi seperti ini, maka kreditur sebagai pihak yang lebih dirugikan perlu suatu perlindungan hukum untuk dapat menuntut hak atas pinjamannya kepada debitur dengan salah satu cara yakni mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut.
Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga kepailitan bukan merupakan lembaga yang baru sama sekali. Lembaga kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam Faillisment Verordening, Staatsbald Tahun 1905 Nomor 217 junto Staatsbald Tahun 1906 Nomor 348 dan lebih dikenal dengan Peraturan Kepailitan. Faillisment Verordening tersebut mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang kepailitan (Ishak 2015).
Undang-undang kepailitan sendiri telah mengalami beberapa perubahan, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia saat ini dapat dijumpai pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (selanjutnya disebut UU Kepailitan), yang menggantikan UU Kepailitan sebelumnya yaitu UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
Pada kenyataannya, implementasi UU Kepailitan tahun 2004 malah tak semudah yang dibayangkan. “justru lebih berat dari UU Kepailitan tahun 1998. Padahal krisis moneter sudah lewat ,”Substansi UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan hakikat dari hukum kepailitan. UU Kepailitan seolah menjadi mesin pembunuh bagi kelanjutan usaha bagi debitor (Sinaga 2016). Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. (Rochmawanto 2015)
Pada dasarnya prinsip kepailitan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “Pari Pasu Prorata Parte” (Jerry 2000). Hal tersebut berarti bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan berberda dan pembagian hak kebendaan milik debitur harus dibagikan dengan memperhatikan masing-masing kedudukan kreditur.
Pailit merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur mendapati ketidakmampuan keuangan dalam melakukan pembayaran utang dari beberapa krediturnya. Keadaan tidak dapat membayar pinjaman biasanya terjadi pada debitur karena penurunan finansial perusahaan. Apabila melihat ketentuan pada UU Kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas segala kekayaan debitur pailit yang perusahaan dalam pemberesannya dilaksanakan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Keadaan pailit merupakan keadaan yang mengancam keberlangsungan suatu perusahaan dalam mengelola bisnis atau usahanya. Bagi suatu perusahaan keadaan pailit menjadikan suatu perusahaan berada pada posisi terancam bahkan bisa jadi musnah bisnisnya tersebut, dan pailit ini bisa terjadi pada setiap perusahaan baik yang baru maupun telah beberapa tahun berdiri. Namun disisi lain adanya lembaga kepailitan memberi angin segar pada debitur untuk memperoleh jalan keluar, yang mana debitur memiliki kesempatan untuk dapat keluar dari persoalan yang menghimpitnya dengan tidak membayar utang-utang pada para krediturnya secara penuh (full) namun dibayarkan dengan porsi-porsi yang telah ditentukan sesuai dengan posisi kreditur tersebut.
Setelah mengetahui beberapa dasar-dasar yang ada pada hukum kepailitan kita harus pula mengerti pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap orang atau badan hukum. Permohonan pailit merupakan usaha yang dilakukan untuk kasus utang-piutang yang tidak terselesaikan atau tidak dapat dibayarkan oleh debitur, permohonan ini diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Niaga yang memiliki kompetensi untuk mengadili dan memutuskan perkara kepailitan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Dari uraian tersebut, Undang-Undang menyebutkan dengan lebih terperinci pada Pasal 2 UU Kepailitan, menyatakan sebagai berikut:

“1.
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3.
Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4.
Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5.
Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”
Kepailitan tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta, namun juga dapat terjadi pada perusahaan yang merupakan bagian dari BUMN. Salah satu yang menarik adalah kepailitan yang terjadi pada Perusahaan Umum, (selanjutnya disebut sebagai perum). 
“Hukum kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang kepailitan Indonesia sebagaimana dielaborasi dalam UU Kepailitan, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorang dan kepailitan badan hukum”(Sidharta 2018).
Di Indonesia terdapat berbagai perusahaan yang dikenal sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara. Sebagai pelaku ekonomi, BUMN harus menjadi perhatian utama dalam memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan Indonesia yang lebih makmur dan mampu berperan dalam persaingan perekonomian global (Arta 2017). Timbulnya BUMN berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Setiadi 2019). 

“Perum sendiri adalah jenis Badan Usaha Milik Negara yang modalnya masih dimiliki oleh Pemerintah, tetapi memiliki sifat seperti Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan sisanya Perusahaan Perseroan (PERSERO). Hal ini disebabkan karena perum boleh mengejar keuntungan disamping melayani kepentingan masyarakat”. (Gibranalnn 2020)
Perum merupakan salah satu perusahaan BUMN yang dapat tertimpa keadaan pailit. Hal ini telah diatur pula dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, berbunyi:
“(5)
Dalam hal Debitor adalah  Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa perum merupakan perusahaan yang dapat terkena pailit, namun dalam hal ini terdapat tumpang tindih/ketidakharmonisan aturan perundang-undangan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada perum. Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan bahwa “Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (perum) permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.
Di sisi lain, terdapat peraturan serupa yang mengatur mengenai pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pailit bagi perum. Peraturan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (selanjutnya disebut UU BUMN). Adapun eksistensi UU ini masih berlaku dan masih belum diganti dengan peraturan baru. UU BUMN ini menyatakan bahwa perum memiliki pengertian yang sama dengan yang disebutkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. yakni terdapat pada Pasal 1 angka 4 UU BUMN, menyatakan:

“
Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”

Proses kepailitan perum tentu tidak lepas dari adanya pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut. UU BUMN mengamanatkan bahwa, direksi memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit atas perum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan:
“(1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri”
Apabila fokus penelitian merujuk pada pengaturan UU Kepailitan dan UU BUMN, maka terdapat tumpang tindih aturan mengenai pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pailit bagi perum. Padahal aturan mengenai hal tersebut seharusnya menjadi dasar hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Proses kepailitan dan pihak yang mengajukan permohonan pailit merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, sudah seharusnya pengaturan mengenai hal tersebut saling melengkapi antara UU Kepailitan yang turut memperhatikan apa yang tercantum dalam UU BUMN, dimana aturan tersebut merupakan aturan yang  lahir terlebih dahulu dan masih belum tergantikan oleh peraturan manapun, dengan demikian telah  terjadi ketidakharmonisan norma hukum 
Kedua aturan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum bagi negara, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan suatu rekonstruksi hukum mengenai kewenangan pihak untuk mengajukan permohonan pailit bagi perum, dan perlu melakukan upaya hukum agar dapat selaras dengan semangat dan jiwa yang telah dihidupkan oleh peraturan terdahulu serta meminimalisir terjadinya konflik dan praktik-praktik hukum pada penerapannya dimasa yang akan datang.
METODE

Pada peneltian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad 2004). Adapun Soekanto menjelaskan bahwa Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya (Soekanto 1994).
Pada penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan (Ibrahim 2008) yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki 2013). Kemudian pendekatan konsep, pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Fajar and Achmad 2010). 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan muatan penelitian. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berguna untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku, jurnal, serta hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya, terdapat juga bahan pendukung atau bahan non hokum. Bahan non hukum yang gunanya untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan lain sebagainya.
Metode pengumpulan bahan hukum pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, pencarian buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan yang di bahas, pencarian jurnal hukum melalui internet. Pencarian buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan dengan menelusuri ruang perpustakaan baik perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas maupun perpustakaan milik pemerintah, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, mengumpulkan, menafsirkan, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Penelusuran peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum melalui akses internet dilakukan dengan menuliskan kata kunci yang terkait pada software mesin pencari di komputer yang terhubung dengan internet. 
Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan setelah penulis melakukan pengumpulan bahan hukum,  kemudian melakukan langkah-langkah pengolahan bahan hukum berdasarkan jenis pendekatan yang telah penulis pilih. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah untuk mereduksi bahan kepustakaan. Langkah mereduksi ini memiliki tujuan yaitu penulis akan memilih informasi dan bahan hukum yang telah di dapatkan dalam segi apapun yang sesuai dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Tahap yang akan dilakukan oleh penulis selanjutnya adalah penyajian. Penyajian disini dilakukan setelah pemilihan atau penyaringan informasi telah selesai dikerjakan dan sudah terbentuk dalam hasil baik berbentuk tabel maupun uraian penjelasan. Tahap terakhir yang akan penulis lakukan adalah melakukan analisis terhadap informasi dan bahan hukum yang pada akhirnya akan dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian, dan pada akhir dari laporan penelitian, penulis akan memberikan saran mengenai permasalahan yang telah di teliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya tumpang tindih (ketidakharmonisan) norma hukum, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dikalangan masyarakat luas khususnya bagi pihak yang berkaitan langsung dengan perum seperti direksi dan para pekerja didalamnya. perum memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan usaha sebagai penyedia jasa atau layanan bagi masyarakat, yang kendali atas perum sendiri diawasi oleh pemerintah selaku pemegang saham keseluruhan. Pengertian perum menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 4 UU BUMN adalah: 
“
Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Adapun oragan-organ yang mengelola perum disebutkan pada Pasal 37 UU BUMN dan pengertiannya dapat dilihat pada ketentuan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Menteri

Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum.

3. Direksi 

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, salah satu organ yaitu direksi memiliki kewenangan untuk mewakili BUMN (persero dan perum) dalam melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk mengajukan permohonan pailit bagi perum. Adapun hal tersebut diperkuat dan sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 UU BUMN, yang menyebutkan: 
“
(1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.” 
Artinya seluruh tindakan hukum yang berhubungan dengan perum dapat dilakukan atau diwakili oleh Direksi selaku pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.
Persoalan muncul pada saat diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004, dimana pada bagian kesatu mengenai Syarat dan Putusan Pailit, yang menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit salah satu diantaranya adalah Menteri Keuangan, sebagaimana pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, menyebutkan: “ Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”
Perusahaan yang bergerak di bidang kepentingan publik menurut ketentuan pada penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan adalah:

 “Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.”
Menteri, yang dimaksud pada UU BUMN yaitu merujuk pada Menteri BUMN dan bukan Menteri Keuangan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara :
“
Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.”

Menteri BUMN memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan dalam menjalankan tugasnya, dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 41 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“ (2)
Dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu, dalam hal penggunaan sisa penerimaan PERJAN pada akhir tahun anggaran.”
Disebutkan pada UU Kepailitan dikembalikan lagi wewenang tersbut kepada Menteri Keuangan secara langsung tanpa memberikan tugas dan kewenangan tersebut kepada pihak lain. 
Berdasarkan uraian di atas, maka terjadi ketidakharmonisan norma hukum antara UU Kepailitan tentang kewenangan pihak yang mengelola (bertindak) sebagai wakil dari perum untuk mengajukan permohonan pailit yang tertuang pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan Pasal 55 ayat (1) UU BUMN memberikan kewenangan kepada direksi perum untuk mengajukan permohonan pailit. Permohonan kepailitan merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon pailit guna mendapatkan kepastian hukum atas kegiatan utang-piutang yang terjadi antara debitur dan kreditur. 
Hukum kepailitan sendiri merupakan salah satu sarana lembaga penagih utang, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan dalam bukunya “Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998” (hlm. 38), mengutip pendapat Profesor Radin dan Profesor Warren yang berpendapat bahwa hukum kepailitan adalah “a debt collection system”, yaitu sebagai lembaga penagih utang, sekalipun kepailitan bukanlah merupakan satu-satunya sarana penagihan utang (Bawono 2012)
Kewenangan direksi dalam mengajukan permohonan pailit atas perum menurut peraturan perundang-undangan
Rumusan masalah ini akan dibahas menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan analisis isi (content analysis), yakni menganalisis konten/isi yang terdapat pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan Pasal 55 ayat (1) UU BUMN. Ketidakharmonisan norma hukum mengenai pengaturan pihak dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perum yakni antara UU Kepailitan dengan UU BUMN akan menimbulkan beberapa implikasi hukum yaitu:
1. Terdapat dualisme kewenangan dalam satu tindakan, sehingga dapat menghambat proses beracara dan berpotensi mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi Perusahaan Umum di Indonesia;
2. Ketidakjelasan hukum bagi para pelaku usaha dalam perum, dapat mempengaruhi kesejahteraan orang didalamnya;
3. Ketidakadilan bagi pelaku usaha sehingga menghambat iklim usaha dan kegiatan ekonomi nasional;

 Dalam menjawab rumusan apakah kewenangan direksi dalam mengajukan permohonan pailit bagi perum dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Penulis harus merujuk pada norma yang mengatur hal tersebut yaitu pada Pasal 55 ayat (1) UU BUMN, maka diperlukan penjelasan terlebih dahulu  mengenai apa itu norma. Norma merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah (Asshiddiqie 2006). Norma tersebut berjenjang atau bertingkat dalam suatu susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Di Indonesia hierarki peraturan tesebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki tersebut adalah sebagai berikut:
a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tersebut bertujuan supaya norma atau aturan hukum yang dibuat dan telah berlaku tidak bertantangan antara satu sama lain. Apabila dilihat dari kondisi ketidakharmonisan yang timbul dari kedua undang-undang tersebut, seharusnya peraturan yang lebih baru dapat mengesampingkan peraturan yang terlebih dahulu diberlakukan, sehingga dalam hal ini berlakulah asas-asas pengobat konflik (asas preferensi) yaitu :
1. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Lex Superior Derogat Legi Inferiori artinya peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah (Rifa’i 2011). Asas ini melihat permasalahan hukum dari sudut pandang jenis dan hierarkinya.
2. Lex Specialis Derogate Legi Generalis 
Lex Specialis Derogate Legi Generalis menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengesamping peraturan perundang-undangan yang umum (Rifa’i 2011)
3. Lex Posteriori Derogate Legi Priori
Lex Posteriori Derogate Legi Priori, asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek yang sama. Asas ini juga memiliki prinsip-prinsip, yaitu: (Manan 2004)
a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;

b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek/substansi yang sama.
Adapun Soedikno Mertokusumo dalam buku yang disusun oleh Dr. H. P. Panggabean, S.H., M.S., menegaskan bahwa dalam praktik peradilan juga terdapat Antinomi (atau konflik) yang terjadi antara Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain, dengan uraian:

a. Konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama, maka yang berlaku  adalah undang-undang yang baru (lex posteriori derogat legi priori).
b. Konflik antara undang-undang yang berbeda tingkatannya, maka yang berlaku adalah undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi (lex superiori derogat legi inferiori).
c. Konflik antara undang-undang dengan putusan pengadilan, yang berlaku adalah putusan pengadilan (asas res judicata pro veritate habetur atau putusan hakim harus dianggap benar).
d. Konflik antara undang-undang dengan hukum kebiasaan, maka hukum kebiasaan yang didahulukan. (Panggabean 2014).
Asas preferensi hukum atau atau juga dikenal sebagai asas pengobat hukum (legal remedies). Asas-asas ini berfungsi sebagai penyelesai konflik norma hukum antar peraturan perundang-undangan, sehingga dalam konflik norma tersebut dapat diambil peraturan mana yang lebih diutamakan (dimenangkan). Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk pada hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan (Agustina 2015). 
Disamping itu, ada langka praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (disavowal), reinterpretasi, pembatalan (invalidation), dan pemulihan (remedy) (Taqiuddin 2017). Kewenangan mengajukan permohonan pailit oleh direksi perusahaan terhadap perum tidak dapat dibenarkan menurut peraturan-perundang-undangan, hal tersebut telah diatur secara spesifik dalam UU Kepailitan meliputi pengajuan permohonan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Penggunaan frasa “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” memberikan definisi yang masih rancu/tidak jelas, sehingga perlu untuk melihat penjelasan Pasal tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang berbunyi:
“
Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.”
Hal ini menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik memiliki sifat yang sama dengan perum. Adapun pengertian perum juga dapat dilihat pada undang-undang yang mengatur, sebelum berlakunya UU Kepailitan tahun 2004 yaitu pada Pasal 1 ayat (4) UU BUMN yang berbunyi:
“
Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”
Melihat pengertian perum pada kedua undang-undang diatas, terdapat kesamaan sifat mengenai kepemilikan modal. Kepemilikan seluruh modal dalam Perum/Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik dikuasai oleh negara. Negara memiliki peranan sebagai pemegang saham secara utuh dalam perum, sehingga dapat disimpulkan bahwa UU BUMN dan UU Kepailitan mengatur suatu tindakan yang sama.
Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur satu hal yang sama, namun dengan  tegas UU Kepailitan menyebutkan bahwa pengajuan permohonan pailit terhadap perum dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pihak yang memiliki kewenangan secara atribusi dan merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang berbunyi:
“
(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”
Objek dan tindakan yang sama dalam dua peraturan perundang-undangan yang berbeda tidak bisa berjalan beriringan. Undang-undang yang mengatur hal yang sama salah satu diantaranya harus dikalahkan demi tercapainya suatu kepastian hukum. Tercapainya kepastian hukum tersebut dengan harapan tidak menimbulkan implikasi yang timbul pada implementasi norma-norma tersebut.

Dalam hal tumpang tindih kedua peraturan perundang-undangan antara UU Kepailitan dan UU BUMN, maka penggunaan asas pengobat norma yang paling tepat adalah Lex Posterirori Derogate Legi Priori karena peraturan-peraturan yang tidak harmonis sifatnya sejajar/horizontal dan tidak dimungkinkan untuk menggunakan asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori sebab, asas tersebut digunakan untuk peraturan perundang-undangan yang bertingkat/vertikal, dan untuk asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dapat digunakan jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur khusus dibandingkan dengan peraturan lain yang mengatur lebih umum.
Pengajuan permohonan pailit pada perum yang dilakukan oleh direksi perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU BUMN tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.  Pengaturan tentang pengajuan permohonan pailit tersebut telah diatur dalam undang-undang yang lebih baru. Pelaksanaan pengajuan permohonan pailit juga dijelaskan secara spesifik oleh peraturan di UU Kepailitan yang memberikan kewenangan secara atribusi kepada pihak yang berwenang yaitu Menteri Keuangan.
Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan norma hukum antara Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan Pasal 55 ayat (1) UU BUMN
Ketidakharmonisan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut berimplikasi menimbulkan ketidakjelasan hukum. Asas pengobat hukum (asas preferensi) telah menjelaskan dan menyatakan bahwa pengajuan permohonan kepailitan bagi perum oleh direksi tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diurai pada pembahasan rumusan masalah pertama. Selain telah dijelaskan menggunakan asas pengobat hukum (asas preferensi) yang menyatakan demikian, ada upaya-upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh.
Langkah-langkah lain untuk menentukan bagian-bagian dari norma tersebut untuk yang lebih utama dipergunakan, yaitu dengan menelaah kepastian hukum yang dilanggar dalam aturan tersebut. Bila dirasa terdapat hak konstitusi seorang warga negara yang dilanggar dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk membatalkan isi Pasal yang dianggap merugikan.
Menteri Keuangan merupakan satu satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan kepailitan tersebut berdasarkan amanat UU Kepailitan yang memberikan wewenang secara atributif. Menteri Keuangan diharuskan melaksanakan tugas-tugasnya selaku kementerian yang berwenang atas perum dalam mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Kewenangan ini meliputi penyerahan atau pemberian wewenang baru. 
Kewenangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan merupakan kewenangan atributif yang memiliki sifat asli berasal dari pembentuk undang-undang. H. D. van Wijk memiliki defisini yang cukup jelas mengenai kewenangan atribusi, yaitu ia mendefinisikan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (Marwan and Julianthy 2015). Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan (R Wahyuni 2018)
Direksi sendiri tidak diberi kewenangan untuk hal tersebut, apabila merujuk pada Pasal 19 Peraturan Menteri Negara BUMN  Nomor : Per-1/MBU/2011. Tugas dan wewenang direksi hanya untuk segala hal-hal sebagai berikut:
1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Salah seorang anggota direksi ditunjuk oleh rapat direksi sebagaimana penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG (Good Corporate Governance) di BUMN yang bersangkutan.
3. Direksi harus menyampaikan informasi megenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterimadari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
4. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan menegnai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya
Upaya yang dapat dilakukan untuk membatalkan norma Pasal 55 ayat (1) UU BUMN adalah dengan melakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya hukum menurut Kusnu Goesnadhie:

“
mekanisme penyelesaian konflik peraturan dilakukan melalui pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diuji oleh dua lembaga melalui model kewenangan, yaitu Judicial Review oleh Mahkamah Agung dan Executive Review oleh pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri” (Goesniadhie 2010).
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 3 huruf a Jo. Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Salah satu kewenangan MK adalah untuk menguji undang-undang dengan UUD NRI 1945. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan:

“
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat, atau;
d. Lembaga negara.”

Judicial review mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil maupun formil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara.
Judicial  Review  bidang  Konstitusi,  adalah  peninjauan  kembali dan   atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang Judicial Review  ditujukan  terhadap  pengujian  UU  terhadap  UUD  baik  dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian  konstitusionalitas,  ditemukan  pada  Pasal  24C  UUD  NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi  dan  perubahannya  dengan  UU. No.  8 Tahun 2011 (Qamar 2012)
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemohon judicial review  adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan/dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Pada permasalahan ini direksi perum merupakan pihak pemohon yang berkompeten dalam mengajukan permohonan judicial review karena, ketentuan pengajuan permohonan pailit terhadap perum dilakukan oleh direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU BUMN dimana sudah diundangankannya peraturan baru yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit atas perum yaitu pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang berakibat ketidakpastian kewenangan direksi sebagaimana diberikan dalam UU BUMN. Pengujian UU BUMN pada UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 28d UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“
setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.”

Hukum diciptakan untuk mengakomodir tatanan hidup bermasyarakat. Seharusnya, dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum (Julyano and Sulistyawan 2019).
Pengajuan permohonan kepailit bagi perum oleh pihak Menteri Keuangan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan  bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UU BUMN yang memberikan kewenangan tersebut kepada direksi, berkaitan dengan hal tersebut kewenagan direksi perum sendiri seharusnya telah dipatahkan dengan alasan sebagai berikut:
1. Melihat dari keberlakuan undang-undang yang kewenangan tersebut telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang lebih baru (UU Kepailitan);
2. Berkaitan dengan adanya hak direksi dan para pekerja dalam perum untuk mendapatkan kepastian hukum apabila perum hendak dipailitkan telah dilanggar.

Dari beberapa faktor di atas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diajukan judicial review dengan dalih hak dari pihak perusahaan umum untuk mendapat kepastian hukum atas perusahaannya (hak konstitusinya) dilanggar dengan adanya UU BUMN karena telah dikeluarkannya UU Kepailitan, sehingga sudah seyogyanya Pasal 55 ayat (1) UU BUMN dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:
1. Pengaturan kewenangan pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi perum pada Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat dibenarkan oleh peratuan perundang-undangan, didukung dengan menerapkan asas Lex Posterioti Derogat Legi Priori. Penerapan asas Lex Posterioti Derogat Legi Priori sendiri mengutamakan berlakunya pengaturan pengajuan permohonan kepailitan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan mengesampingkan UU Kepailitan. 
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan norma hukum antar UU Kepailitan dengan UU BUMN adalah dengan mengajukan permohonan pengujian materil kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini didasarkan karena adanya ketidakpastian hukum terhadap pihak perum yang hendak dipailitkan, padahal suatu kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara sebagaimana Pasal 28d UUD NRI yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum”. Kemudian UU Mahkamah Konstitusi memberi wewenang kepada siapapun yang merasa haknya dirugikan karena diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. 
Saran

Dari hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:
1. Bagi Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Diharapkan bagi Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat segera meminta kepada Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintan. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan sebagai jalan tengah dari ketidakharmonisan kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, dan tidak menutup kemungkinan berpotensi menghambat laju perkembangan usaha dalam perum.
2. Bagi Pihak yang berkaitan dengan Perum

Bagi direksi maupun pihak terkait lainnya, diharapkan untuk tetap memperjuangakan haknya dengan mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi.
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Shinta. 2015. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 44:504.

Arta, I.Made. 2017. “Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta.” Jurnal IuS 5:177.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pres.

Bawono, Adi. 2012. “Mengapa BI Yang Harus Ajukan Pailit Bank?” Hukum Online. Retrieved February 23, 2020 (http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2296/bank-sebagai-debitur/).

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gibranalnn. 2020. “Perusahaan Umum.” Wikipedia. Retrieved January 23, 2020 (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Umum).

Goesniadhie, Kusnu. 2010. Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. Malang: Nasa Media.

Ibrahim, Jhony. 2008. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Ishak. 2015. “Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17:191.

Jerry, Hoff. 2000. Undang Undang Kepailitan Indonesia. Jakarta: P.T. Tatanusa.

Julyano, Mario, and Aditya Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” Jurnal Crepido Volume 01:14.

Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.

Marwan, Ali, and Evlyn Julianthy. 2015. “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jurnal Legislasi Indonesia 15:3.

Marzuki, Peter. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Panggabean, H. P. 2014. Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: Alumni Bandung.

Qamar, Nurul. 2012. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi Volume 1:3.

R Wahyuni, Riski. 2018. “Analisis Kewenangan Atributif Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan 11:29.

Rifa’i, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Rochmawanto, Munif. 2015. “Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan.” Jurnal Independent 3:25.

Setiadi, Teguh. 2019. “Urgensi Pengaturan Status Badan Hukum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA).” Jurnal Pakuan Law Review 5:81.

Sidharta, Iwan. 2018. “Pembuaktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016).” Jurnal Legal Reasoning 1:43.

Sinaga, Niru. 2016. “Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 7:168.

Sjahdeini, Sutan. 2010. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Bandung: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono. 1994. Pengantar Penelitian Hukum. Depok: Universitas Indonesia Press.

Taqiuddin, Habibul. 2017. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 1:193.


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara
10
1

